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ABSTRAKSI 

 Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah didasarkan pada kemajuan 

daerah tersebut dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dapat 

membantu serta mendukung kemajuan negara. Dalam mengukur dan menentukan 

kinerja keuangan daerah inilah dibutuhkan laporan keuangan dari daerah tersebut. 

Laporan keuangan yang akan dianalisis dan diukur dapat memberi jawaban pasti 

tentang kinerja keuangan daerah tersebut serta memberi pengukuran seberapa 

mampu daerah tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah. Alat ukur yang 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah pengukuran rasio. 

Rasio yang digunakan yaitu Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan 

daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah dan seberapa besar kemajuan daerah tersebut dalam waktu lima 

tahun. 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Derajat 

Desentralisasi daerah masih rendah tapi kemajuan dari setiap Rasio selama lima 

tahun terakhir menunjukkan rata-rata kenaikan yang semakin baik. Dengan hasil ini 

kinerja keuangan daerah masih bergantung penuh pada dana pusat yang diberikan 

oleh pemerintah pusat. 

 

Kata Kunci : Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, Rasio 

Pertumbuhan, Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 

Measurement of financial performance of a region is based on the progress 

of the region in supporting the implementation of regional autonomy that can help 

and support the progress of the country. In measuring and determining the financial 

performance of this area, financial reports from the area are needed. The financial 

statements that will be analyzed and measured can provide definite answers about 

the financial performance of the area and provide a measure of how capable the 

area is in implementing regional autonomy. The measuring instrument used in 

measuring regional financial performance is ratio measurement. The ratio used is 

the Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Regional 

Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio and Growth 

Ratio. 

The purpose of this study was to analyze the financial performance of the 

North Bolaang Mongondow Regency in supporting the implementation of regional 

autonomy and how much the area progressed within five years. 

From the results of the analysis that has been carried out shows that the 

degree of regional decentralization is still low but the progress of each ratio over 

the past five years shows that the average increase is getting better. With this result, 

regional financial performance is still fully dependent on central funds provided by 

the central government. 

 

Keywords: Degree of Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, 

Regional Financial Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, 

Growth Ratio, Financial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini berdasarkan 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dari 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004. Tujuan dari otonomi 

daerah adalah pemerataan daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan asas: 

(a) Desentralisasi, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (b) Dekosentrasi, 

dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintah umum. (c) Tugas Pembantu, tugas ini adalah 

penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari 

daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 
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Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus 

segala kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari perangkat daerah tersebut. Dengan 

demikian diperlukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah. 

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai 

dari uang dan barang yang bisa dijadikan kekayaan daerah selama belum dikuasai 

oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari 

situlah dapat diukur kinerja keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah wajib untuk 

menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan 

dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik 

atau tidak. 

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi daerah otonom antara 

lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat 

yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran 

rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 

(2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) Inefisiensi 
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pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Berdasarkan kategori 

penganggaran, laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1. Laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan 

pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi: 

a. Laporan realisasi anggaran (LRA) 

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) 

2. Laporan finansial, yaitu laporan yang bukan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran. Laporan finansial meliputi: 

a. Laporan operasional (LO) 

b. Neraca 

c. Laporan arus kas (LAK) 

3. Catatan atas laporan keuangan (CALK) 

Berdasarkan kategori sumber pencatatan, laporan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1. Laporan keuangan primer, yaitu laporan keuangan yang pertama 

menampung pencatatan. Laporan keuangan primer meliputi: 

a. Laporan realisasi anggaran (LRA) 

b. Laporan operasional 

c. Neraca 

2. Laporan keuangan sekunder, yaitu laporan keuangan lanjutan dari laporan 

keuangan primer. Laporan keuangan sekunder meliputi: 

a. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) 

b. Laporan perubahan ekuitas (LPE) 

c. Laporan arus kas (LAK) 
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3. Leporan keuangan tersier, yaitu laporan keuangan pelengkap informasi pada 

laporan keuangan primer dan sekunder. Laporan keuangan tersier adalah 

catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

Dari laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti dapat meneliti kinerja 

keuangan daerah tersebut dengan menggunakan alat ukur rasio. Analisis Kinerja 

Keuangan Daerah yang akan digunakan oleh penulis adalah Derajat Desentralisasi, 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Pengukuran kinerja 

keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan 

keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran serta berguna dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Faud (2016:137) Rasio Keuangan adalah kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka 

dengan angka lainnya, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka 

dalam satu periode maupun beberapa periode. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan Analisis Kinerja 

Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-2017, dengan menggunakan alat ukur 

analisis rasio keuangan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2013-2017. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan dengan 

mengacu pada laporan realisasi anggaran pendapatan, dan belanja daerah yang 

diteliti. Penelitian ini mengacu pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 

sehingga kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku untuk Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2013-2017. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan 

Universitas Kristen Duta Wacana. 

b. Bagi Pemerintah penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, dan strategi 

untuk perbaikan kinerja keuangan daerah. 

c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan 

daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data yang telah dilakukan 

peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Bolmut tahun 2013-

2017 hasil masih rendah. 

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara tahun 2013-2017 menunjukkan  hasil kemandirian yang sangat rendah 

dengan pola hubungan Instruktif. 

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang efisien. 

4. Rasio Efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan hasil yang sangat 

efektif. 

5. Rasio Belanja Operasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-

2017 menunjukkan bahwa pengoptimalan dalam belanja operasi baik. 

6. Rasio Belanja Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013-

2017 menunjukkan hasil yang baik dalam mengoptimalkan belanja modal. 

7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

pendapatan lebih tinggi setiap tahunnya dan belanja daerah lebih rendah. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pemerintah daerah Kabupaten 

Bolmut adalah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, bisa 

menggunakan empat prinsip umum perpajakan; efficiency, equity, neuterality dan 

administrative feasibility. Dalam implementasinya, keempat prinsip ini juga perlu 

dilakukan secara berimbang sehingga tidak memunculkan konflik kepentingan baru 

dalam pembuatan peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber 

pendapatan penghasilan daerah. 

Yang terpenting, dalam usaha memaksimalkan pendapatan asli daerah 

adalah melihat dengan cermat, sektor-sektor mana saja yang bisa dijadikan sebagai 

sumber pendapatan asli daerah. Sementara untuk daerah otonom yang tidak bisa 

lagi meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, dan hanya mengandalkan uluran 

dana dari pemerintah pusat, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan amalgamasi 

pada pemerintah daerah tersebut. 
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